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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

ABSTRAK

Catatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota,
untuk menjamin  penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di KPU Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten/ Kota; b. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Dalam Keputusan ini Menetapkan Daftar nama satuan tugas sistem
pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 16 April 2025.



